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BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 81 TAHUN 2017 -

TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk mclaksanakan ketentuan pasal 516 Peraturan
Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Ketentuan mengenai Struktur pcjabat pengelolaan barang milik
daerah dan formal pengelolaan barang milik daerah , perlu
menetapkan Peraturan Bupati Buleleng Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Dacrah-Dacrah Tingkat Il dalam wilayah Dacrah-dacrah Tingkat
1. Bali, Nusa Tcnggara Barat dan Nusa Tcnggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1651);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5589) scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemcrintahan Dacrah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemcrintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lcmbaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); '

4. Pcraturan Pemcerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan
Barang Milik Ncgara/Dacrah Berupa Kendaraan Pcrorangan
Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5610);

S. Pt—lz’ratura}r} NlIcrchn Dalam Negeri Nommj 7 Tahun 2006 tentang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Dacrah
scbagaimana (clah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
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Mcnctapkan :

6. Pcraluran M

teri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang

dan Prasarana Kerja pemerintahan Daerah;
un 2016 lenlang

rah (Bcerita

Peraturan Mcn

Slandarisasi Sarana
cnteri Dalam Negeri Nomor 19 Tah

s Pcngclolaan Barang Milik Dac
hun 2016);
Nomor 6 Tahun 2017

rah (Lembaran Dacrah

Pedoman Tckni
Ncgara Republik Indoncsia Nomor 547 Ta

7. Peraturan Dacrah Kabupaten Bulcleng
tentang Pengelolaan Barang Milik Dac
Kabupaten Bulcleng Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.
BAB |

KETENTUAN UMUM
Bagian Perlama
Pcngertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.

2. Bupati adalah Bupati Buleleng.

3. Dcwan perwakilan Rakyat Dacrah yang sclanjutnya discbut
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyal Dacrah Kabupatcn

Bulcleng.

4. Sckretaris Dacrah adalah gckretaris  Dacrah Kabupaten
Buleleng.

5. Satuan Kerja Perangkal Dacrah yang sclanjutnya discbut
SKPD adalah pcrangkal dacrah pada pemerintah daerah
sclaku pengguna barang.

anjutnya discbut UPTD

6. Unit Pclaksana Tcknis Dinas yang scl
u beberapa

adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu ata

program SKPD.

7. Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah yang sclanjutnya

discbut APBD adalah Anggaran Pcndapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bulcleng.

8. Barang Milik Daerah yang selanjulnya disebut barang adalah
scmua barang yang dibeli atau diperolch atas becban APBD
atau berasal dari perolchan lainnya yang sah.

9. Pemcgang kckuasaan pengelolaan barang milik dacrah adalah
Bupali.

10. Pengelola Barang Milik Dacrah yang sclanjutnya discbul
Pengelola  Barang adalah pcjabat yang berwenang  dan
bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang

milik daerah.
11. Pcjabat Pcnala

mempunyai fungsi penge

pcjabat pengelola keuangan dacrah.
12. Pengguna barang adalah pcjabat
% %enggunaankbarang milik dacrah.

. Barang milik dacrah adalah semua baran ang dibeli
diperolch atas beban APBD atau berasal dafi pﬁrol%hil:ilz:ir?;ig

yang sah.

usahaan Barang adalah kepala SKPD yang
lolaan barang milik dacrah sclaku

pcmegang kewenangan
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(4) Ealam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi
engurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu
Pengurus Barang Pengguna yang ditctapkan oleh Pengguna
Barang.

(5) Pengurus Barang ‘Pcngguna dilarang melakukan kegiatan
pcrd_agangan, pckerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau
bertindak scbagai penjamin atas
kegialan/pekerjaan/penjualan lersebul yang anggarannya
dibebankan pada APBD.

Bagian Kcdelapan
Pengurus Barang Pembantu
Pasal 19

(1) Bupati menetapkan Pengurus Barang Pembantu atas usul
Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.

(2) Pembentukan Pengurus Barang Pcmbantu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan
jumlah barang yang dikclola, beban kerja, lokasi, kompetensi
dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

(3) Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berwenang dan bertanggungjawab:

a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan
penganggaran barang milik dacrah;

b. menyiapkan usulan permohonan  penclapan
penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban

APBD dan perolehan lainnya yang sah;
melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik

dan

status

c.
dacrah;

d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada
pada Kuasa Pengguna Barang;

e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan

pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan
DPRD dan barang milik dacrah sclain tanah dan/atau
bangunan;

. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah
berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa
Pcngguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak
lain;

menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan
penghapusan barang milik daerah;

h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan

nota permintaan barang;
mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa

Pengguna Barang;
k. menyerahkan barang berdasarkan  Surat  Perintah

Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita

. acara penyerahan barang;
. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan

tahunan;
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membf:-ri label barang milik daerah;

mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabal

Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna

Barang atas pcrubahan kondisi fisik barang milik daerah

pengecckan fisik barang;

o. meclakukan stock opname barang persediaan; |

p. menyimpan dokumcn, antara lain: fotokopi/salinan
dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan
asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;

q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan
barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik
daerah; dan

r. membuat laporan mutasi barang  setiap bulan yang

disampaikan pada Pcngguna Barang melalui  Kuasa

Pcngguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan

Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

5 3

Pasal 20

Contoh format kclengkapan Tata cara pclaksanaan pengelolaan
barang milik daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak tcrpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupalti ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Agar
atannya dalam Berita Daerah

Peraturan Bupati ini dengan pencmp
Kabupaten Buleleng.

Ditctapkan di Singaraja
da tanggal 23 Nopember 2017
ATl BULELENG,

¥ PU G@US SURADNYANA é_

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal, 23 Nopember 2017
SEXRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017 NOMOR

uai Dengan Aslinya

n Ses
Salinal Bagian Hukum

Kepala

BAGUS GEDE BERATA. SH..M ) |
TP 10630218 198503 1011
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